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PUTUSAN

Nomor 529/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat  dan  tanggal  lahir  Gorontalo,  09  Oktober  1980,  agama

Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat  dan  tanggal  lahir  Gorontalo,  29  Juni  1975,  agama Islam,

pekerjaan Kurir, pendidikan SLTA, sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14

Oktober  2020 yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Gorontalo

pada  hari  itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor  529/Pdt.G/2020/PA.Gtlo,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  11  Agustus  2001,  Penggugat  dengan  Tergugat

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan   Telaga,  Kobupaten  Gorontalo

sebagaimana  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :  386/29/VIII/2001  tanggal  11

Agustus 2008; 

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat

tinggal  di  rumah orangtua  Penggugat  selama 2  tahun,  kemudian  pindah

dirumah  keluarga  Tergugat  selama  3  tahun,  terakhir  pindah  dirumah

bersama sampai pisah;  
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3. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

dikaruniai 2 orang anak bernama :   

a. Putri  Anastasya  Adam  binti  Setiyawan  Adam,  tempat  tanggal  lahir

Gorontalo, 15 Januari 2002, umur 18 tahun;

b. Firman  Adriansyah  Adam  bin  Setiyawan  Adam,  tempat  tanggal  lahir

Gorontalo, 14 Agustus 2007, umur 13 tahun;  

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat; 

4. Bahwa semula  kehidupan rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  dalam

keadaan rukun dan harmonis namun, sejak tahun 2004 antara Penggugat

dan  Tergugat  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan

karena:

a. Tergugat  sering  berselingkuh  dengan  beberapa  perempuan  lain

diantaranya  bernama  Delviana,  Yuli,  Epi,  Ayu,  Susan,  terbukti  dari

pengakuan Tergugat sendiri;

b. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk; 

c. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;  

d. Tergugat juga pernah beberapa kali memukul Penggugat, saat Tergugat

sedang marah;  

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi,

puncaknya pada tanggal 09 Oktober 2020, dimana Penggugat dan Tergugat

pisah  kamar  selama  5  (lima)  hari  hingga  sekarang.  Selama  itu  antara

Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri;

6. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara

ini,  karena  miskin  berdasarkan  Surat  Keterangan  Tidak  Mampu  Nomor:

400/KESRA/Tnl/730/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Tenilo,   tanggal 13

Oktober 2020; 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama Gorontalo cq.  Majelis  Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat,  terhadap Penggugat;
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3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidair :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara

secara  cuma-cuma,  Ketua  Pengadilan  Agama  Gorontalo telah  membuat

penetapan Nomor  529/Pdt.G/2020/PA.Gtlo  tanggal  14 Oktober  2020 dengan

amar sebagai berikut :

 Mengabulkan permohonan Penggugat;

 Memberi izin kepada Penggugat untuk berpekara secara bebas biaya;

 Menyatakan  biaya  yang  timbul  dalam  perkara  ini  dibebankan  kepada

Negara yang diperhitungkan bersama-sama denganputusan akhir;

Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  dan

Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua  Majelis  telah  memerintahkan  Penggugat dan  Tergugat

untuk  menempuh  upaya  mediasi,  namun  sesuai  laporan  Mediator  (Dra.  Hj.

Marhumah) tanggal 22 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha

mendamaikan Penggugat  dan Tergugat agar kembali  rukun membina rumah

tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa  selanjutnya  diperiksa  pokok  perkara  dalam  sidang  tertutup

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas  gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan

jawaban  yang  pada  Pokoknya  membenarkan  gugatan  Penggugat,  kecuali

terhadap hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa  tidak  benar  Tergugat  berselingkuh  dengan  banyak  wanita  yang

ditulis Penggugat dalam point 4 huruf (a), akan tetapi hanya dengan 2 (dua)

orang wanita, yaitu bernama Ayu dan Susan;

- Bahwa benar  Tergugat  minum minuman keras,  akan tetapi  tidak  sampai

mabuk;

- Bahwa  untuk  nafkah  hanya  beberapa  bulan  terakhir  ini  Tergugat  tidak

memberikan nafkah, karena sekarang Tergugat membayar cicilan motor;
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- Bahwa  Tergugat  memukul  Penggugat  hanya  pelan,  atau  pukul  saying-

sayang;

- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa  terhadap  jawaban  Tergugat  tersebut,  Penggugat  telah

mengajukan  replik  dan  atas  replik  Penggugat  tersebut  Tergugat  telah

mengajukan duplik secara lisan yang semuanaya terangkum dalam berita acara

sidang;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :  386/29/VIII/2001  tanggal  11

Agustus  2008 yang  dikeluarkan oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan   Telaga,  Kabupaten  Gorontalo,  telah

dimaterai cukup dinazegelan cap Pos, dan setelah dicocokkann dengan

aslinya, ternyata sesuai, diberi kode P.; 

B. Saksi

Saksi  1,  umur  35  tahun,  agama Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  ibu

rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Molosifat, Kecamatan Kota

Barat, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai

berikut :

 Bahwa  saksi  mengetahui  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah

suami istri yang sah;

 Bahwa dalam permkawinan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat

telah  dikaruniai  2  orang  anak  yang  saat  ini  berada  dalam  asuhan

Penggugat;

 Bahwa semula  kehidupan  rumah tangga  Penggugat  dengan Tergugat

dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak tahun 2004 antara Penggugat

dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

 Bahwa  penyebab  pertengkaran  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Susan;
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 Bahwa selain itu yang membuat pertengkaran antara Penggugat dengan

Tergugat,  karena  Tergugat  sering  minum minuman  keras  dan  pernah

memukul Penggugat;

 Bahwa  saksi  mengetahui  Tergugat  memukul  Penggugat,  karena

Penggugat  sering  bercerita  kepada  saksi  sambail  nangis  dan  saksi

melihat  ada bekas pukulan di wajah Penggugat;

 Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  sejak  bulan

Oktober 2020 pisah tempat tinggal;

 Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi  2,  umur  35  tahun,  agama Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  ibu

rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat,

Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai

berikut :

 Bahwa  saksi  mengetahui  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah

suami istri yang sah;

 Bahwa dalam permkawinan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat

telah  dikaruniai  2  orang  anak  yang  saat  ini  berada  dalam  asuhan

Penggugat;

 Bahwa semula  kehidupan  rumah tangga  Penggugat  dengan Tergugat

dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak tahun 2004 antara Penggugat

dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

 Bahwa  penyebab  pertengkaran  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Susan;

 Bahwa selain itu yang membuat pertengkaran antara Penggugat dengan

Tergugat,  karena  Tergugat  sering  minum minuman  keras  dan  pernah

memukul Penggugat;

 Bahwa  saksi  mengetahui  Tergugat  memukul  Penggugat,  karena

Penggugat  sering  bercerita  kepada  saksi  sambail  nangis  dan  saksi

melihat  ada bekas pukulan di wajah Penggugat;

 Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  sejak  bulan

Oktober 2020 pisah tempat tinggal;
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 Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  atas  pertanyaan  Ketua

Maejlis,Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan

tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, demikian pula Tergugat

menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  pada  persidangan  yang  telah  ditentukan,

Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan

untuk berdamai,  baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian

tersebut tidak berhasil,  dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

ayat  (1)  dan  (4)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang

Nomor  50  Tahun  2009  jo  Pasal  154  ayat  (1)  Rbg  dan  Pasal  2  Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  upaya  perdamaian  tidak  berhasil,

maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut

sesuai  ketentuan  Pasal  80  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  Penggugat  mengajukan  gugatan

cerai  karena  sejak  tahun  2004  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  dalam
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keadaan rukun,  disebabkan Tergugat  telah  berselingkuh dengan perempuan

lain, diantaranya bernama Delviana, Yli,  Epi, Ayu, Susan, selain itu Tergugat

sering meinum minuman beralkohol hingga mabuk dan beberapa kali memukul

Penggugat  yang  puncaknya  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah  kamar  sejak

tanggal 9 Oktober 2020 dan sampai sekarang tidak ada hubungan lagi sebagai

suami  istri,  dan  karena  itu  Penggugat  bermaksud  mengakhiri  perkawinan

dengan perceraian;

Menimbang,  bahwa  dalam  jawabannya  secara  lisan,  Tergugat

mengakui  adanya  penyebab  pertengkaran  tersebut  sampai  akhirnya  terjadi

pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak

mau lagi berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  Penggugat telah  mengajukan  bukti  P  berupa

fotokopi  Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat  yang berwenang

sebagai  akta  autentik,  bermeterai  cukup,  telah  dicap  pos  (nazegelen)  dan

sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil,

isi  bukti  tersebut  menerangkan  bahwa  Penggugat telah  menikah  dengan

Tergugat pada tanggal  11 Agustus 2001,  relevan dengan dalil  yang hendak

dibuktikan  oleh  Penggugat,  sehingga  telah  memenuhi  syarat  materil,  maka

bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

dan mengikat;

 Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti  P terbukti  bahwa  Penggugat

dengan  Tergugat adalah suami  istri  sah,  menikah pada tanggal  11  Agustus

2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  Penggugat juga  telah  mengajukan  saksi-saksi

yaitu: Yuliantio Puji binti Agus Puji dan Paramita Isa binti Kasim Isa, keduanya

telah  memberikan  keterangan  sebagaimana  telah  diuraikan  dalam  duduk

perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi

keterangan kedua saksi  adalah fakta yang dilihat  atau didengar sendiri  oleh

para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu

sama  lain  dan  relevan  dengan  dalil-dalil  yang  hendak  dibuktikan  oleh
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Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut,

maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga

keterangan  kedua  saksi  tersebut  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  dapat

diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti,  meskipun telah

diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan  Penggugat, bukti tertulis

dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum

yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  yang  sah  dan  telah

dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga  Penggugat  dan  Tergugat   tidak  rukun  lagi  sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat telah menjalin

cinta  dengan  wanita  lain  dan  sering  minumnan  keras  sampai  mabuk,

bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  sejak  tanggal  9

Oktober 2020 dan selama itu pula mereka tidak pernah hidup bersama lagi

sebagaimana layaknya suami istri yang sah;
- Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  sulit  untuk  didamaikan  lagi

dalam satu keluarga;

Menimbang,  bahwa terhadap fakta-fakta  hukum yang ditemukan dalam

perkara a quo khususnya yang berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan

secara  terus  menerus  serta  sebab-sebabnya,  maka  majelis  hakim  akan

mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang,  bahwa  fakta  hukum  sering  terjadinya  pertengkaran  dan

perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat,  hal tersebut dapat diukur dari

kualitas dan kuantitas pertengkaran yang terjadi dengan faktor penyebabnya,

dimana  faktor-faktor  penyebab  dimaksud  secara  hukum  telah  dikualifikasi

sebagai fakta hukum yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi

pertengkaran secara terus menerus disertai faktor-faktor penyebabnya, dengan

demikian peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

dapat  dikategorikan  sebagai  pertengkaran  terus  menerus,  hal  mana  telah

memenuhi unsur yang tertuang dalam ketentuan  Pasal 19  huruf (f) Peraturan
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Pemerintah  Nomor  9 Tahun 1975 Jo.  Pasal  116 huruf  (f)  Kompilasi  Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum Tergugat sering memukul Penggugat

adalah  sebagai  tindakan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  dan

merupakan persoalan yang serius, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam

Pasal  Pasal 19 huruf (d) PeraturanPemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

116 huruf (d) KompilasiHukumIslam  serta telah bertentangan dan melanggar

ketentuan  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebab  perbuatan Tergugat

terhadap Penggugat dapat berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan

secara fisik  dan psikologis,  karena telah  melakukan perbuatan,  pemaksaan,

atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah

tangga; 

Menimbang,  bahwa   fakta  hukum  Tergugat  sering   minum  minuman

keras, hal ini dapat bermakna mengkonsumsi minuman keras itu telah menjadi

kebiasaan yang melekat pada kepribadian Tergugat, maka intensitas perbuatan

tersebut  baik  secara  kualitas  maupun  kwantitas  berpotensi  membawa

seseorang  berada  dalam kondisi  mabuk,  dengan  demikian  prilaku  Tergugat

tersebut dalam pandangan hukum telah dikategorikan sebagai pemabuk yang

sukar  disembuhkan,  sehingga  telah  mengakibatkan  tidak  harmonisannya

kehidupan rumah tanggan Penggugat  dengan Tergugat,  Kebiasaan Tergugat

tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah

hal  tersebut  menambah  bobot  runcingnya  percekcokan  Penggugat  dan

Tergugat,  bahkan  hidup  berpisahnya  Penggugat  dan  Tergugat  merupakan

dampak  dari  pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat  sebelumnya,  maka

perpisahan  ini  justru  lebih  menguatkan  kualitas  pertengkaran  itu  sebagai

pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat tidak dapat dirukunkan lagi dengan

Tergugat,  maka  dengan  memperhatikan  fakta-fakta  yang  ada  serta  sikap

Penggugat  di  persidangan yang  enggan  menerima upaya  keras  Pengadilan
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untuk perdamaian, maka diyakini Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat

dirukunkan lagi;

Menimbang,  bahwa  hal  penting  yang  terjadi  dalam  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan,

sebab  tujuan  yang  diharapkan  dari  perkawinan  untuk  membentuk

keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa (vide : Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)  dan  atau

keluarga  yang  sakinah,  mawaddah dan rahmah (vide : Pasal 3 Kompilasi

Hukum Islam)  telah  tidak  terwujud dalam rumah tangga  Penggugat  dengan

Tergugat;

Menimbang,  bahwa  mengingat  situasi  dan  kondisi  pertengkaran

Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan benar-benar telah tidak

memberikan manfaat,  maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan

keberlangsungannya,  maka  kaitannya  dengan  hal  itu  dipandang  perlu

mempertimbangkan suatu kaidah ushul yang berbunyi : 

. لـمـصـالـح             ا جـلـب عـلى م مـقــد المفـاسـد درأ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan"

Menimbang,  bahwa jika  suami  maupun istri  sudah tidak peduli  dengan

tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih

sayang,  serta  penghormatan  kepada  pasangan  hidupnya,  maka  patut

disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan

keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan

tenteram sebagai  pilar-pilar  mewujudkan rasa bahagia.  Rumah tangga yang

demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya

perkawinan;

Menimbang, bahwa lagi pula pada setiap persidangan Majelis Hakim telah

berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan

rumah tangganya namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga

Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada

harapan untuk  dapat  rukun kembali  dalam sebuah rumah tangga dan telah

terdapat  cukup  alasan  hukum  untuk  mengabulkan  gugatan  Penggugat,
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sehingga Pengadilan menetapkan jatuh talak satu  bain shughra dari Tergugat

kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat),  tetapi  keduanya

boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dalam  perkara ini  Penggugat telah diberi izin untuk

berperkara  secara  cuma-cuma  (prodeo),  karena  telah  terbukti  dari  keluarga

miskin/tidak mampu, maka berdasarkan Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7

tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 273 R.Bg jo. Pasal 8 Peraturan

Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Pemberian

Layanan  Hukum  Bagi  Masyarakat  yang  Tidak  mampu  di  Pengadilan,  serta

ketentuan peraturan perundang-undangan  terkait,  seluruh biaya  yang  timbul

akibat perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat  terhadap Penggugat ;

3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima

puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara ;

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama  Gorontalo pada  hari  Kamis   tanggal  26  November  2020 Masehi

bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442  Hijriah oleh  Dra.Hj. Hasnia

H.D.,  M.H sebagai  Ketua  Majelis,  Drs.  Syafrudin  Mohamad,  MH dan  Djufri

Bobihu, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis  beserta  para  Hakim Anggota  tersebut,  dan didampingi  oleh  Dra.  Hj.

Siti Rahmah Limonu, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri

oleh Penggugat dan Tergugat.
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Hakim Anggota 

ttd

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

ttd

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Ketua Majelis,

ttd

Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu,

M.H

Perincian biaya :

-  Proses : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 200.000,00

-  Meterai : Rp                6.000,00

J u m l a h : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).
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